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PERATURAN BMKG NO.8, BN 1064, 3 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 10 TAHUN
2020 TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN TUGAS
KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

ABSTRAK - Bahwa dengan berlakunya Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, maka Peraturan Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi
Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan
Fungsional di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah
tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi,
sehingga perlu dicabut;

- Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini
adalah: UU No. 31 Tahun 2009, Perpres No. 12 Tahun 2024, Peraturan BMKG
No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan BMKG No. 4 Tahun 2023, Peraturan BMKG No. 8 Tahun 2020,
Peraturan BMKG No. 2 Tahun 2024;

- Peraturan BMKG ini ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2025.;

- Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 16
Desember 2025; dan

- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi
Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan
Fungsional di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1797), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.;



